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A4enirnbang a bahwa berdasarkan Peratul?n Presiden Nor.nor 38
tentang Kerjasanra Pemerintah dengan Badan
Penyediaan lrrfrastruktur', Kerjasama Penterintah dan
(KPBU) dilaksanakan melalui tahap perencanaan,
tlansaksi sehingga perhi dilaksanakan koordinasi
antara kernentelian/ lerrrbaga terkait;

bahwa beldasarkan peltir-nbangan sebagainana di
huruf a, pellrr rnembentuk Titrt Koordinasi Strategis
Pelaksanaan Kerjasama Pemeritrtah Den8an Badan Usa

bahwa pejabat clan pegawa\ yat18 llanlanya te
Lampiran Kcputusall ini diangqap ntantpu d
persyaratan untuk duduk clau melaksanakan tuSas se

Tim Koordinasi StrateSis Kanlor Bersama Pelaksa
Penrerintah Den8an Badan Usaha;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2018 tenta
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ang1laran 20
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nolllor 2

Leml:aran Ncaara Republik lt.tdotresia Nonlor 6263;

Peraturan Pernerintah Not'ttor 45 Tahun 201 3 teu
Pelaksarraan AnSSaran dan Belanja NeSara se

diubah dcngan Peratlrran Pemerintah Nontor 5O Tahu

Peraturan Presiden Nonlor 7 Tahtlll 20l5 tenta
Kementeriarr Negara;
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Peraturan Presiden Nontor 65 Tahun 2015 tentang
Perencanaan Pentbangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 te
Perencanaan Pembangunan Nasronal sebagaimana
denSan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2016:

Peraturan Men te fl Perencanaan Pe
Ke Badan ICNCanaan Pembangunan NaslPe
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pe
sebagaintana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Nasional Nomor 6 Tahun 2Ol7;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional N
2016 teritang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan,
dan Evaluasi Kegiatan dan Angaranl

MEMUTUSKAN:

Menetapkarl KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN
NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANG
TTNTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI S

BERSAMA PELAKSANAAN KXRJASAMA PEMERINTAH DEN
USAHA.

PERTAMA Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama
Kerjasanra Pemerintah Dengan Badan Usaha untuk selanj
Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama, dengan susunan
seba1aimana tetcantum dalam Lanpiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama terdiri atas Ti
Penanggung Jawab, Tim Pelaksan a dan Tenaga Pendukung.

KETIGA Tim Pengarah bertugas memberikan aruhan kebrjakan,
nrembimbing, dan mentantau kemajuan dan memberi sara
atas permasalah an pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan keblj
tnembimbinS, dan memantau Tim Pelaksana dalam pel

Tim Pelaksana bertugas:

a. nrembuat jadwal serta rencana kerja kegiatan
Strategis Kantor Bersanla;

menyusun dan mengintegrasikan kebijakan KPBU
sasaran dalam dokumen petencanaan;

berkoordinasi dan memberikan masukan
Kementerian/l,embaga/Pemerintah Daerah dalam
penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU; dan

melakukan diskusi dan brainstorming
kementerian/lemba1a, pefierintah daerah terkait, nar a
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KETUJUH Segala biaya yang diperlukan dalanl rangka pe
Koordinasi Strategis Kantor Bersama dlbebankan

KEENAI,I

KEDELAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

r
RR. Rita Erawati

Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim pelaksana dalam
data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang
Tim Pelaksana.

Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian ppN/Ba
Anggarun 2019.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ber
tanggal 2 Januari 201t9.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2O1
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